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1. Pelayanan Publik 

 
Organisasi pemerintah pada intinya merupakan pemberian 

pelayanan kepada masyarakat dan tidak lahir sebagai organisasi yang 

melayani dirinya sendiri. Oleh sebab itu organisasi pemerintah dituntut 

untuk dapat senantiasa mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya 

dalam membangun profesionalisme dan tanggung jawab dalam 

memberikan layanan kepada masyarakat (Kencana, 2003:23). 

Esensi pemerintahan yang baik memiliki ciri terselenggaranya 

pelayanan publik yang baik. Berbicara konteks pelayanan publik tidak 

terlepas dari makna membantu masyarakat dalam mencapai tujuan baik 

secara langsung maupun tidak secara langsug. Di dalam Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di jelaskan 

negara memiliki kewajiban melayani setiap warga negara dan 

penduduknya untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam 

rangka memberikan pelayanan publik yang menjadi dasar amanat dari 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Atas 

dasar tersebut pelayanan publik wajib diberikan oleh para pemerintah 

melalui birokrasinya kepada warga negara. Selain itu tentunya pelayanan 

publik yang diberikan kepada warga negara harus mendapatkan 

kepercayaan dengan adanya pelayanan yang sesuai dengan harapan 
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dan kebutuhan dari pada masyarakat itu sendiri, serta dijalankan dengan 

memegang asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good 

governance). Adapun hakikat pelayanan publik yang diungkapkan oleh 

Holle (2011:37) sebagai berikut: 

a. Peningkatan mutu dan produktifitas pada penyelenggaraan tugas 

dan fungsi pemerintah dalam bidang pelayanan publik; 

b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tata laksana 

pelayanan sehingga pelayanan publik bisa diselenggarakan lebih 

baik dan berhasil; 

c. Mendorong tumbuhnya kreativitas, prakarsa dan peran masyarakat 

dalam langkah pembangunan kedepan serta upaya ikhtiar 

meningkatkan kesejahteraan warga negara atau masyarakat. 

Sementara Zauhar (2011) mengemukakan penjelasan bahwa 

pelayanan publik ialah upaya membantu maupun memberikan suatu 

manfaat kepada publik melalui ketersediaan barang dan jasa yang 

dibutuhkan oleh mereka. Pelayanan publik yakni barang dan jasa publik 

semuanya diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kepada 

masyarakat. 

Nugroho (2003) memberikan penegasan bahwa tugas pelayanan 

publik adalah tugas memberikan pelayanan kepada ke semua 

masyarakat tanpa adanya pembeda diantara mereka dan diberikan 

secara gratis atau dengan biaya sedemikian rupa agar semua golongan 

mampu menjangkaunya. Tugas pelayanan ini diemban oleh pemerintah 



13 
 
 

beserta seluruh perangkat birokrasinya. Dengan demikian misi utama 

dari organisasi publik atau pemerintah ialah memberikan pelayanan 

publik baik berupa barang maupun jasa. 

Namun dalam kondisi saat ini di era otonomi daerah, pemerintah 

belum mampu memberikan pelayanan yang efektif dan efisien kepada 

masyarakat, salah satunya yang dapat dijumpai ialah adanya batasan- 

batasan akses bantuan pelayanan dengan mudah melalui internet, 

dimana tidak semua daerah memiliki cakupan jaringan yang bagus. 

Penyebab tidak optimalnya pelayanan publik di daerah ialah tidak 

terlaksananya kebijakan publik secara efektif dan efisien. Perlu 

dilakukannya pembaharuan cara dalam merumuskan, melaksanakan 

hingga mengevaluasi suatu kebijakan yang dibuat maupun 

dilaksanakannya. 

Fu dan Chang (2019:5) memberikan usulan pengalaman layanan 

baru atau solusi dari pada layanan yaitu terdiri dari beberapa dimensi 

meliputi konsep layanan baru, interaksi pelanggan baru, sistem mitra 

bisnis, model pendapatan baru, sistem penyampaian layanan organisasi 

atau adanya teknologi baru. 

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut suatu aspek 

kehidupan masyarakat secara luas dan bagian dari unsur pendorong 

perubahan kualitas pemerintah daerah. Sekecil apapun negara, negara 

tersebut akan tetap membagi-bagi pemerintahannya menjadi kecil 

(daerah atau distrik) guna memudahkan adanya pelimpahan tugas dan 

wewenang. Sebab pemerintah daerah sendiri lah yang mengetahui 
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kondisi lingkungan mereka disebabkan mereka telah bermukim di 

wilayah tersebut (Huda, 2017:7). Dalam kehidupan bernegara, 

pemerintah memiliki kewajiban fungsi pelayanan publik yang diperlukan 

oleh masyarakat dimulai dari pelayanan dasar hingga pelayanan dalam 

rangka memenuhi indeks pembangunan manusia baik dari segi 

pendidikan, kesehatan dan sebagainya. 

2. Konsep Profesionalisme 
 

Profesionalisme merujuk pada kemampuan seseorang dalam 

melaksanakan tugas dengan keahlian yang dimilikinya dengan 

diperolehnya melalui pendidikan dan pelatihan serta dilakukan sebagai 

suatu pekerjaan untuk menjadi sumber penghasilan baginya. 

Profesionalisme dalam administrasi publik merujuk pada kemampuan 

aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pelayan 

masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, etika dan 

tanggung jawab (Prasetya, 2023). Profesionalisme dalam administrasi 

publik, seperti yang disampaikan oleh Prasetya (2023), mencakup 

kemampuan aparatur untuk bekerja dengan kompetensi, menghormati 

demokrasi, menjunjung etika, dan bertindak bertanggung jawab. 

Semua elemen ini sangat penting untuk menciptakan pelayanan publik 

yang efisien, adil, dan dapat dipercaya, sehingga kepuasan dan 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dapat terus 

ditingkatkan. 

Waldo (1992:11) mengungkapkan bahwa profesionalisme tindakan 

yang dilakukan oleh suatu pegawai dengan sebenar-benarnya di dalam 
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melakukan suatu profesinya. Sehingga dalam konteks administrasi publik, 

profesionalisme dipandang sebagai keharusan yang dimiliki dan 

dilaksanakan oleh para pejabat dan pegawai dalam melakukan tindakan 

secara jujur, efisien dan efektif di dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat atas apa yang sedang dibutuhkannya. 

Siagian (2006:163) mengungkapkan bahwa profesionalisme 

merupakan keandalan dalam melaksanakan tugas sehingga terlaksana 

dengan baik dengan waktu yang tepat, cermat hingga prosedur yang 

mudah dipahami oleh para konsumen yang sedang di layani. Siagian 

(2006:164) membagi tiga konsep profesionalisme dapat diukur sebagai 

berikut: 

Gambar 1. 

Konsep Profesionalisme 

Sumber: Sondang P. Siagian, 2006 



Dari gambar 1 diatas ada tiga ukuran konsep profesionalisme yang 

dikemukakan oleh Siagian (2006:165-167) meliputi kreatifitas, inovasi dan 

responsivitas. Adapun ketiga ukuran yang dimaksud sebagai berikut: 

a. Kreatifitas (Creativity) 

 
Kreatifitas dalam konteks profesionalisme aparatur di definisikan 

sebagai kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. 

Kreatifitas ini terkait dengan kemampuan aparatur dalam berpikir secara 

cepat, baik dan bermanfaat di dalam mencari solusi atas masalah yang 

dihadapi serta untuk dapat mengembangkan ide atau metode yang lebih 

efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda maka di dalam 

kreatifitas memberikan penekanan perlunya keterbukaan terhadap 

pengalaman baru. Keterbukaan terhadap pengalaman baru mencakup 

pada adanya eksplorasi ilmu dengan diberikannya peluang untuk 

melakukan pendidikan dan pelatihan seperti pendidikan formal lanjutan 

agar terciptanya budaya profesionalisme kepada sumber daya manusia 

atau pegawai yang dimiliki oleh organisasi sebab pengetahuan atau ilmu 

sangat penting ditengah lingkungan yang berubah-ubah dan tidak 

berkepastian. 

b. Inovasi (Innovation) 

 
Inovasi dalam konteks profesionalisme aparatur di definisikan 

sebagai kemampuan dalam mengembangkan ide atau metode yang efektif 

di dalam pelaksanaan tugas. Inovasi tidak hanya terbatas pada aspek 



pengembangan suatu program melainkan dapat dilakukan dari berbagai 

aspek mulai dari proses, metode hingga struktur organisasi yang dilakukan 

secara menyeluruh pada berbagai lini sehingga efektivitasnya dapat 

dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam mewujudkan suatu inovasi guna terlaksananya 

profesionalisme ada dua indikator nilai yang harus dipenuhi. Pertama ialah 

kepemimpinan yang mendukung inovasi dan adanya budaya organisasi 

yang tercipta. Berikut penjelasannya: 

1) Kepemimpinan yang mendukung inovasi merujuk pada pihak 

pemimpin mendorong dan mendukung terhadap adanya ide-ide 

baru yang dilakukan oleh pegawai dapat berupa reward maupun 

promosi atas jabatan yang baru. 

2) Budaya organisasi merujuk pada adanya kebiasaan melakukan 

kolaborasi antar bagian atau kelompok dan atau departemen 

sehingga memungkinkan ide-ide baru tercipta dan berkembang 

sehingga inovasi dapat terwujud secara efektif dan efisien, dimana 

ide-ide yang tercipta tidak hanya terbatas pada satu bidang atau 

kelompok saja melainkan adanya ide-ide baru yang tercipta dari 

bidang atau kelompok lain. 

c. Responsivitas (Responcivity) 

 
Responsivitas dalam konteks profesionalisme aparatur di 

definisikan sebagai kemampuan dalam mengantisipasi dan menghadapi 

adanya aspirasi-aspirasi baru, perkembangan baru, tren baru, tuntutan 



baru serta pengetahuan baru di lingkungan masyarakat. Para pegawai 

atau birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak terjadi 

ketertinggalan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan 

masyarakat. Responsivitas sangat penting bagi pegawai sebab lambannya 

cara mereka bekerja dalam merespon aspirasi dan memberikan pelayanan 

yang terlalu prosedural dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tata 

kelola pemerintahan. 

Responsivitas memiliki nilai-nilai yang mempengaruhi ketercapaian 

profesionalisme yaitu kecepatan respon dan kepuasan bagi pelanggan. 

Berikut penjabarannya: 

1) Kecepatan respon merujuk pada waktu yang digunakan di dalam 

merespon suatu masalah secara cepat agar masalah yang 

dihadapi dapat diselesaikan dengan cepat agar pegawai dapat 

diukur dalam tingkat profesional kerjanya. 

2) Kepuasan bagi pelanggan merujuk pada tingkat kepuasan terhadap 

layanan yang telah diberikan oleh pegawai terhadap kerja-kerjanya 

di dalam organisasi. Seperti misalnya di dalam memberikan 

pelayanan administrasi perizinan, surat langsung keluar tanpa 

memakan waktu yang lama. 

Sangat penting bagi pegawai untuk dapat menerapkan konsep 

profesionalisme. Jika ditinjau dari ungkapan Husnul Abdi (2023:9) 

menyebut bahwa pegawai jika profesionalisme akan memberikan dampak 

sebagai berikut: 



1) Kualitas pelayanan publik dapat tercapai dengan memastikan 

bahwa kebutuhan dan harapan dari masyarakat dipenuhi dengan 

baik, tentunya hal ini akan meningkatkan kepuasan masyarakat 

dan memperkuat kepercayaan mereka kepada pemerintah. 

2) Efisiensi dan efektifitas di dalam pelaksanaan program dengan 

adanya penghematan biaya dan peningkatan produktifitas 

organisasi. 

3) Integritas dan keteladanan dapat tercapai dimana tugas dan 

fungsinya dijalankan secara jujur serta sesuai dengan aturan 

maupun regulasi yang ada. 

4) Kepemimpinan yang baik tercipta, tentunya dapat menjadi inspirasi 

bagi pegawai lainnya untuk melakukan hal yang sama. 

Namun jika prinsip profesionalisme tidak dilakukan organisasi 

publik di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak berjalan maka 

akan mengakibatkan pelaksanaan pelayanan publik, pelaksanaan 

kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat serta harapan dari 

masyarakat tidak optimal yang mengakibatkan tidak adanya lagi 

kepercayaan yang didapatkannya (BKN, 2022). 

3. Aparatur Sipil Negara 
 

Pada setiap negara memiliki nama tersendiri yang memiliki profesi 

pemerintahan. Di Malaysia sendiri pegawai pemerintah bernama pegawai 

kerajaan Malaysia. Di Indonesia pegawai pemerintah diberi nama sebutan 

sebagai ASN atau aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara atau ASN 



ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara yang sebelumnya diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 

Pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 1 disebutkan 

bahwa ASN atau aparatur sipil negara merupakan suatu profesi bagi 

pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 

kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur sipil negara 

atau ASN di Indonesia dapat dilihat terbagi dari dua yakni PNS dan PPPK. 

Keduanya sama-sama merupakan ASN yang bekerja pada instansi 

namun hanya memiliki perbedaan pada aturan dan regulasi. 

Pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebut 

bahwa ASN baik PNS maupun PPPK merupakan pegawai yang diangkat 

oleh pembina kepegawaian dan diberi tugas dalam suatu jabatan 

pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan gaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbedaan 

ASN PNS dan ASN PPPK dapat dilihat pada pasal 3 yang menyebut 

bahwa pegawai negeri sipil atau PNS merupakan warga negara Indonesia 

memenuhi syarat tertentu yang diangkat sebagai pegawai ASN oleh 

pejabat pembina kepegawaian secara tetap untuk menduduki jabatan 

pemerintahan, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

atau PPPK merupakan warga negara Indonesia memenuhi syarat tertentu 

yang diangkat sebagai ASN oleh pejabat pembina kepegawaian 

berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu dalam rangka 

pelaksanaan tugas pemerintahan. 



Dari amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sangat jelas 

menjabarkan mengenai aparatur sipil negara atau ASN yang merupakan 

profesi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan 

perjanjian kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dalam 

rangka melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan demikian 

jelas bahwa pegawai ASN merupakan profesi yang bekerja di bidang 

urusan pemerintahan terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai 

pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). 

4. Tugas dan Fungsi Humas Protokol Sekretariat DPRD Provinsi 

Sulawesi Barat 

Pada Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 2016 

Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata 

Kerja Perangkat Daerah menyebut bahwa bidang hubungan masyarakat 

dan protokol mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan 

ketatausahaan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kepegawaian, 

ketertiban dan keamanan, rumah jabatan pimpinan dan memfasilitasi 

hubungan timbal balik DPRD dengan Pemerintah dan masyarakat serta 

pendokumentasian dan publikasi kegiatan. 

Adapun fungsi dari bidang humas dan protokol disebutkan pada 

ayat 1 di dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 40 Tahun 

2016 yaitu: 

a) Fasilitasi dan pengoordinasian penyelenggaraan tata usaha dan 

pengelolaan kehumasan; 



b) Fasilitasi dan pengkajian bahan tata usaha dan kepegawaian, 

rumah tangga / perlengkapan, perjalanan / transportasi dan 

keamanan . ketertiban dan layanan pengaduan masyarakat; 

c) Koordinasi layanan tatausaha dan kepegawaian, rumah tangga, 

perlengkapan, perjalanan dinas, transportasi dan keamanan / 

ketertiban; 

d) Pelaksanaan penyusunan program kerja bagian umum dan humas; 

 
e) Pelaksanaan tatausaha rumah tangga kantor dan rumah jabatan 

pimpinan, tatausaha umum kepegawaian, pengelolaan kendaraan 

dinas, pengelolaan administrasi perjalanan dinas, pengelolaan 

administrasi perlengkapan kantor, pengelolaan kebersihan dan 

ketertiban kantor dan pelaksanaan agenda surat masuk dan surat 

keluar;Pelaksanaan kegiatan kehumasan DPRD; 

f) Pelaksanaan humas dan layanan aspirasi, pengkajian bahan 

publikasi, pengendalian keprotokolan, fasilitasi aspirasi masyarakat 

kepada DPRD dan fasilitasi kegiatan reses DPRD; 

g) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan 

 
h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan. 

 
B. Definisi Konsep 

 
Definisi Konsep adalah penjelasan rinci mengenai apa yang akan 

diteliti, sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam menjelaskan fenomena 

yang diteliti. Definisi konsep yang digunakan dalam penelitian ini terkait 

dengan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam 



Pelaksanaan Tugas Humas dan Protokol pada Bagian Persidangan dan 

Perundang-undangan di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 

Menurut Siagian (2006:165-167), profesionalisme ASN mencakup 

tiga konsep dasar penting yang menjadi fondasi keandalan dalam 

pelaksanaan tugas, yakni: 

1. Kreatifitas 

 
Kreatifitas adalah bagian dari kemampuan dalam menciptakan 

sesuatu yang baru dan berbeda. Kreatifitas ini terkait dengan 

kemampuan aparatur dalam berpikir secara cepat, baik dan 

bermanfaat di dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi serta 

untuk dapat mengembangkan ide atau metode yang lebih efektif dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda maka di dalam kreatifitas memberikan penekanan 

perlunya keterbukaan terhadap pengalaman baru. Keterbukaan 

terhadap pengalaman baru mencakup pada adanya eksplorasi ilmu 

dengan diberikannya peluang untuk melakukan pendidikan dan 

pelatihan seperti pendidikan formal lanjutan agar terciptanya budaya 

profesionalisme kepada sumber daya manusia atau pegawai yang 

dimiliki oleh organisasi sebab pengetahuan atau ilmu sangat penting 

ditengah lingkungan yang berubah-ubah dan tidak berkepastian. 

Indikator Profesionalisme berdasarkan konsep kreativitas: 

a) Kemampuan dalam menciptakan solusi baru dan berbeda untuk 

masalah yang kompleks. 



Pegawai menunjukkan kemampuan berpikir kreatif dalam 

menjalankan tugas mereka. Mereka tidak hanya melaksanakan 

tugas-tugas rutin dengan pendekatan yang sama, tetapi juga 

mengambil inisiatif untuk menemukan solusi baru dan inovatif 

dalam menghadapi berbagai tantangan. Selalu mencari cara yang 

lebih efektif untuk mencapai tujuan menunjukkan bahwa mereka 

memiliki rasa ingin tahu dan keinginan untuk terus berkembang. 

Sikap ini sangat penting dalam menghadapi dunia yang terus 

berubah dan menuntut adaptasi yang cepat. Dengan kemampuan 

menciptakan solusi yang berbeda dan inovatif, pegawai mampu 

memberikan kontribusi yang lebih besar bagi organisasi. 

b) Keterbukaan terhadap pengalaman baru dan kesempatan untuk 

meningkatkan pengetahuan melalui pendidikan dan pelatihan. 

Pegawai menunjukkan sikap positif terhadap pengalaman 

baru dan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Mereka tidak 

terpaku pada rutinitas, tetapi memiliki keinginan kuat untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka. Hal ini 

tercermin dalam antusiasme mereka dalam mengikuti pelatihan dan 

workshop yang berkaitan dengan pengembangan kreativitas dan 

inovasi dalam komunikasi, serta dalam memanfaatkan teknologi 

digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Sikap 

terbuka ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran akan 

pentingnya pengembangan diri dan kemampuan untuk beradaptasi 

dengan perubahan di lingkungan kerja. Mereka tidak takut untuk 



mencoba hal-hal baru dan mempelajari metode baru untuk 

menjalankan tugas mereka. Sikap ini sangat penting dalam dunia 

kerja yang terus berkembang dan menuntut adaptasi terhadap 

perubahan yang cepat. 

c) Kemampuan untuk menghasilkan ide atau metode baru yang efektif 

dalam melaksanakan tugas. 

Pegawai menunjukkan kemampuan untuk berpikir kreatif dan 

inovatif dalam menjalankan tugas mereka. Mereka mampu 

menghasilkan ide-ide dan metode baru yang tidak hanya 

membantu menyelesaikan tugas dengan lebih efektif, tetapi juga 

membuka peluang untuk meningkatkan kualitas layanan dan 

kinerja secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa mereka 

tidak hanya berpegang pada cara kerja konvensional, tetapi juga 

aktif mencari solusi baru dan lebih efisien. Kemampuan untuk 

menghasilkan ide dan metode baru ini dapat diwujudkan melalui 

berbagai cara, seperti brainstorming, diskusi terbuka, dan pelatihan 

yang mendorong kreativitas. Mereka tampaknya memiliki budaya 

kerja yang mendukung proses kreatif, sehingga merasa nyaman 

untuk berbagi ide dan mengembangkan solusi baru. Hal ini 

menunjukkan potensi besar untuk terus meningkatkan kinerja dan 

memberikan kontribusi yang lebih baik bagi organisasi. 



d) Frekuensi dan kualitas ide-ide kreatif yang dihasilkan dalam 

lingkungan kerja. 

Pegawai menunjukkan kemampuan yang tinggi dalam 

menghasilkan ide-ide kreatif. Mereka tidak hanya memiliki ide-ide 

baru, tetapi juga menghasilkan ide-ide tersebut dengan cukup 

sering, mencerminkan budaya berpikir kreatif yang kuat dan 

dorongan untuk selalu mencari cara baru dalam menjalankan tugas 

mereka. Fasilitas yang menunjang kreativitas, seperti ruang 

brainstorming, ruang kerja yang nyaman, dan akses ke sumber 

informasi yang lengkap, sangat membantu mereka dalam 

menghasilkan ide-ide kreatif. Selain frekuensi, kualitas ide-ide yang 

dihasilkan juga patut diapresiasi karena relevan dengan kebutuhan 

dan tantangan yang dihadapi, serta memiliki potensi untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Hal ini menunjukkan 

bahwa pegawai tidak hanya menghasilkan ide-ide sembarangan, 

tetapi juga memikirkan secara matang untuk menghasilkan ide-ide 

yang berkualitas tinggi. 

e) Kontribusi kreativitas dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas. 

Kreativitas pegawai berperan penting dalam meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas. Dengan berpikir kreatif, 

mereka mampu menemukan solusi baru dan lebih efektif untuk 

mengatasi berbagai tantangan dalam menjalankan tugas mereka, 

seperti menemukan cara baru untuk berkomunikasi dengan publik, 



merancang acara yang lebih menarik, dan membangun hubungan 

yang lebih kuat dengan stakeholders. Kreativitas juga membantu 

mereka memanfaatkan sumber daya secara optimal dan 

menemukan cara baru untuk menyelesaikan tugas dengan lebih 

cepat dan efisien. Selain itu, kreativitas memungkinkan pegawai 

untuk beradaptasi dengan perubahan di lingkungan kerja, dengan 

cepat menyesuaikan strategi dan metode kerja guna menghadapi 

tantangan baru, seperti perubahan tren media sosial atau 

kebutuhan informasi yang semakin kompleks. Dengan demikian, 

kreativitas tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam 

menyelesaikan tugas, tetapi juga membantu mereka menjadi lebih 

responsif dan adaptif terhadap perubahan yang terjadi di 

lingkungan kerja. 

2. Inovasi 

 
Inovasi adalah bagian dari kemampuan dalam mengembangkan 

ide atau metode yang efektif di dalam pelaksanaan tugas. Inovasi tidak 

hanya terbatas pada aspek pengembangan suatu program melainkan 

dapat dilakukan dari berbagai aspek mulai dari proses, metode hingga 

struktur organisasi yang dilakukan secara menyeluruh pada berbagai 

lini sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Ada dua 

indikator nilai yang harus dipenuhi. Pertama ialah kepemimpinan yang 

mendukung inovasi dan adanya budaya organisasi yang tercipta. 

Kepemimpinan yang mendukung inovasi merujuk pada pihak pemimpin 

mendorong dan mendukung terhadap adanya ide-ide baru yang 



dilakukan oleh pegawai dapat berupa reward maupun promosi atas 

jabatan yang baru. Sedangkan budaya organisasi merujuk pada 

adanya kebiasaan melakukan kolaborasi antar bagian atau kelompok 

dan atau departemen sehingga memungkinkan ide-ide baru tercipta 

dan berkembang sehingga inovasi dapat terwujud secara efektif dan 

efisien, dimana ide-ide yang tercipta tidak hanya terbatas pada satu 

bidang atau kelompok saja melainkan adanya ide-ide baru yang tercipta 

dari bidang atau kelompok lain. Indikator Profesionalisme berdasarkan 

Konsep Inovasi: 

a) Kemampuan dalam mengembangkan ide atau metode inovatif 

untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan. 

Kemampuan untuk mengembangkan ide atau metode 

inovatif merupakan keterampilan yang sangat penting dalam 

lingkungan kerja modern, mencakup kemampuan berpikir kreatif, 

menemukan solusi baru, dan menerapkan cara-cara inovatif yang 

lebih efektif untuk mencapai tujuan. Beberapa aspek penting dari 

kemampuan ini meliputi berpikir kreatif untuk menghasilkan ide-ide 

segar, pemahaman mendalam terhadap masalah guna 

menemukan solusi yang tepat, kolaborasi dan pertukaran ide agar 

ide-ide dapat berkembang melalui diskusi, serta adaptasi dan 

fleksibilitas dalam menanggapi perubahan. Selain itu, penguasaan 

teknologi dan informasi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi, 

kemampuan mengambil risiko untuk menerapkan ide-ide baru, dan 

evaluasi serta implementasi guna memastikan keberhasilan inovasi 



juga menjadi bagian penting. Keterampilan ini tercermin dalam 

berbagai aspek pekerjaan, seperti strategi komunikasi yang lebih 

menarik, penggunaan teknologi digital yang lebih efektif, serta cara 

baru dalam membangun hubungan dengan stakeholders. 

Keberanian untuk bereksperimen dan mencoba hal-hal baru 

menunjukkan semangat untuk terus belajar dan berkembang. 

b) Dukungan terhadap ide-ide inovatif dari rekan kerja dan bawahan. 

 
Dukungan dari rekan kerja dan bawahan merupakan faktor 

penting dalam mendorong keberhasilan ide-ide inovatif. Pegawai 

tidak hanya mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan ide- 

ide baru, tetapi juga merasakan dukungan penuh dari tim mereka, 

baik dalam riset, pengembangan, maupun implementasi ide 

tersebut. Hal ini mencerminkan adanya budaya kolaborasi yang 

kuat, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didorong 

untuk berkontribusi. Pemberdayaan bawahan, kolaborasi dan 

sinergi, percepatan perubahan positif, penghargaan terhadap 

kreativitas, serta penguatan budaya inovasi menjadi elemen 

penting dalam lingkungan kerja yang mendukung inovasi. 

Dukungan ini tidak hanya membantu melahirkan ide-ide inovatif, 

tetapi juga meningkatkan motivasi dan semangat pegawai untuk 

terus berinovasi. Ketika ide-ide mereka dihargai dan didukung, 

mereka lebih terdorong untuk berpikir kreatif dan mencari solusi 

baru guna meningkatkan kinerja dan pelayanan. Dukungan yang 

kuat juga membantu mengatasi hambatan selama proses 



implementasi, sehingga pegawai dapat lebih mudah menghadapi 

tantangan dan mencapai hasil yang lebih baik. 

c) Keberhasilan dalam mengimplementasikan ide-ide inovatif dalam 

praktik kerja. 

Keberhasilan dalam mengimplementasikan ide-ide inovatif 

merupakan faktor kunci dalam peningkatan kinerja organisasi, baik 

di sektor publik maupun swasta. Inovasi tidak hanya berhenti pada 

munculnya ide-ide baru, tetapi lebih penting lagi adalah bagaimana 

ide-ide tersebut dapat diterapkan secara efektif dalam praktik 

sehari-hari. Keberhasilan implementasi ide inovatif bergantung 

pada sejumlah faktor penting, di antaranya adalah kesiapan 

organisasi untuk berubah, kemampuan sumber daya manusia, 

dukungan kepemimpinan, serta lingkungan yang mendukung 

inovasi. Organisasi yang sukses dalam mengimplementasikan 

inovasi biasanya memiliki budaya yang terbuka terhadap 

perubahan dan fleksibilitas, sehingga memungkinkan adaptasi 

cepat terhadap tantangan baru. Keberhasilan ini menunjukkan 

adanya pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan tantangan 

yang dihadapi, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, 

merumuskan solusi inovatif, dan mengimplementasikan solusi 

tersebut secara efektif. Selain itu, keberhasilan ini mencerminkan 

dukungan dari lingkungan kerja yang mendorong kreativitas dan 

inovasi, sehingga anggota tim merasa termotivasi untuk terus 

mengembangkan dan menerapkan ide-ide baru. 



d) Kolaborasi antar departemen atau unit kerja untuk menciptakan 

inovasi yang menyeluruh. 

Kolaborasi antar departemen atau unit kerja merupakan 

elemen fundamental dalam menciptakan sinergi dan efektivitas 

dalam sebuah organisasi. Di era modern yang penuh dengan 

kompleksitas dan tantangan yang dinamis, kolaborasi tidak hanya 

membantu dalam pembagian beban kerja, tetapi juga 

meningkatkan produktivitas dan inovasi melalui pertukaran ide, 

sumber daya, dan keahlian. Kolaborasi mengharuskan setiap unit 

kerja untuk tidak bekerja secara terpisah, melainkan berinteraksi 

dan berkomunikasi secara terbuka untuk mencapai tujuan 

bersama. Dengan menggabungkan keahlian dan perspektif dari 

berbagai departemen, organisasi dapat menciptakan solusi yang 

lebih komprehensif dan tangguh dalam menghadapi berbagai 

masalah. 

e) Dampak positif inovasi terhadap efektivitas kerja dan pelayanan 

yang diberikan. 

Inovasi yang diterapkan telah membawa dampak positif 

yang signifikan terhadap efektivitas kerja dan pelayanan. 

Penerapan teknologi digital, seperti penggunaan platform media 

sosial dan website, telah meningkatkan jangkauan dan efektivitas 

komunikasi dengan publik. Selain itu, inovasi dalam merancang 

acara dan kegiatan telah meningkatkan partisipasi serta 

keterlibatan masyarakat, sehingga meningkatkan citra positif. 



Inovasi juga telah membantu dalam meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja, dengan proses administrasi yang lebih terstruktur 

dan penggunaan sistem informasi yang lebih canggih, 

mempercepat proses kerja dan meminimalkan kesalahan. Dengan 

demikian, fokus dapat diarahkan pada tugas-tugas yang lebih 

strategis dan memberikan layanan yang lebih berkualitas kepada 

publik. Inovasi yang berkelanjutan akan terus mendorong 

peningkatan kinerja dan efektivitas, sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang lebih besar. 

3. Responsivitas 

 
Responsivitas adalah bagian dari kemampuan dalam 

mengantisipasi dan menghadapi adanya aspirasi-aspirasi baru, 

perkembangan baru, tren baru, tuntutan baru serta pengetahuan baru 

di lingkungan masyarakat. Para pegawai atau birokrasi harus merespon 

secara cepat agar tidak terjadi ketertinggalan dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat. Responsifitas memiliki 

nilai-nilai yang mempengaruhi ketercapaian profesionalisme yaitu 

kecepatan respon dan kepuasan bagi pelanggan. Kecepatan respon 

merujuk pada waktu yang digunakan di dalam merespon suatu masalah 

secara cepat agar masalah yang dihadapi dapat diselesaikan dengan 

cepat agar pegawai dapat diukur dalam tingkat profesional kerjanya. 

Kepuasan bagi pelanggan merujuk pada tingkat kepuasan terhadap 

layanan yang telah diberikan oleh pegawai terhadap kerja-kerjanya di 

dalam organisasi. Seperti misalnya di dalam memberikan pelayanan 



administrasi perizinan, surat langsung keluar tanpa memakan waktu 

yang lama. Indikator Profesionalisme Berdasarkan Konsep 

Responsivitas: 

a) Kecepatan respon dalam menanggapi aspirasi, perkembangan, 

dan tuntutan baru. 

Kecepatan respon adalah salah satu kunci keberhasilan 

dalam manajemen modern, terutama dalam konteks pelayanan 

publik dan organisasi. Kemampuan suatu organisasi atau individu 

untuk merespons permasalahan dengan cepat dan tepat 

merupakan indikator responsivitas yang tinggi, yang sangat 

diperlukan di era yang penuh dengan perubahan cepat dan 

tantangan kompleks. Kecepatan respon tidak hanya berkaitan 

dengan kecepatan tindakan, tetapi juga mencakup kecerdasan 

dalam menganalisis situasi dan mengambil keputusan yang paling 

tepat dalam waktu singkat. Siagian menyatakan bahwa organisasi 

yang responsif adalah organisasi yang siap menghadapi berbagai 

tantangan dengan sigap dan efektif, serta dapat memberikan solusi 

yang bermanfaat bagi masyarakat atau pelanggan secara cepat 

dan efisien. 

b) Efisiensi dalam menangani masalah yang timbul dengan cepat dan 

tepat. 

Efisiensi dalam konteks penyelesaian masalah merujuk pada 

kemampuan untuk mencapai hasil optimal dengan menggunakan 



sumber daya minimal, baik itu waktu, tenaga, maupun biaya. 

Konsep ini tidak hanya berkaitan dengan kecepatan kerja, tetapi 

juga memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil 

menghasilkan nilai atau manfaat yang sepadan dengan upaya yang 

dikeluarkan. Efisiensi dapat diukur melalui beberapa indikator, 

seperti penggunaan sumber daya secara optimal, waktu 

penyelesaian yang cepat, meminimalkan kesalahan, dan solusi 

yang tepat sasaran. Dengan penerapan efisiensi yang baik, 

organisasi dapat meningkatkan produktivitas, mempercepat 

pelayanan, serta menghemat anggaran, sehingga pelayanan 

kepada masyarakat menjadi lebih baik dan berkualitas. 

c) Tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat terhadap layanan 

yang diberikan. 

Tingkat kepuasan pelanggan merupakan indikator penting 

dalam menilai kualitas layanan yang diberikan oleh sebuah 

organisasi, khususnya di sektor publik, dan berkaitan erat dengan 

sejauh mana harapan masyarakat terpenuhi oleh layanan yang 

mereka terima. Dalam konteks pelayanan publik, pelanggan di sini 

adalah masyarakat yang menerima berbagai bentuk layanan dari 

aparatur pemerintahan. Kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh 

beberapa faktor utama, di antaranya adalah kualitas pelayanan, 

yang harus sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta 

mampu memenuhi atau melampaui ekspektasi masyarakat; 

kecepatan dan ketepatan respon, di mana pelanggan akan merasa 



puas apabila permasalahan atau kebutuhannya direspon dengan 

cepat dan tepat; kompetensi aparatur, yang mencakup tingkat 

profesionalisme, pengetahuan, dan keterampilan aparatur dalam 

memberikan pelayanan; keterbukaan dan transparansi, yang 

membuat pelanggan merasa dihargai dan dipercaya, serta inovasi 

dalam pelayanan, yang mampu menghadirkan cara baru dalam 

memberikan layanan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat. 

Tingkat kepuasan pelanggan merupakan refleksi dari sejauh mana 

organisasi publik mampu memenuhi ekspektasi masyarakat, dan 

pengukurannya menjadi alat evaluasi penting untuk memastikan 

kualitas layanan tetap relevan dan mampu beradaptasi dengan 

kebutuhan yang terus berubah. Dalam hal ini, kepuasan pelanggan 

tidak hanya mencerminkan keberhasilan layanan, tetapi juga 

menjadi acuan bagi organisasi untuk terus memperbaiki diri dan 

meningkatkan kinerjanya. 

d) Kesesuaian kecepatan respon dengan standar profesionalisme 

yang diharapkan. 

Standar profesionalisme merujuk pada ukuran dan pedoman 

yang harus dipenuhi oleh setiap individu dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya secara profesional. Profesionalisme 

melibatkan serangkaian nilai, prinsip, dan kompetensi yang menjadi 

dasar perilaku kerja yang efektif dan berkualitas. Kesesuaian 

dengan standar profesionalisme berarti setiap individu dalam suatu 

organisasi harus mampu memenuhi kualifikasi dan kompetensi, 



mematuhi etika dan kode etik profesi, serta menunjukkan efisiensi 

dan efektivitas kinerja. Selain itu, mereka harus responsif terhadap 

perubahan dan tuntutan lingkungan, serta menjaga akuntabilitas 

dan transparansi dalam setiap tindakan yang diambil. 

e) Antisipasi dan respon terhadap perubahan 

 
Antisipasi dan respon terhadap perubahan merupakan 

aspek penting dalam manajemen organisasi, terutama di era yang 

dinamis dan penuh ketidakpastian. Kemampuan organisasi untuk 

beradaptasi dan merespons dengan cepat terhadap perubahan 

lingkungan, baik internal maupun eksternal, sangat diperlukan 

untuk menjaga kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi. 

Antisipasi perubahan mencakup kemampuan untuk memprediksi 

perubahan yang akan datang dan mempersiapkan langkah-langkah 

yang diperlukan untuk menghadapinya, sedangkan respon 

terhadap perubahan melibatkan tindakan nyata yang diambil 

organisasi setelah perubahan terjadi. Dengan menekankan 

pentingnya fleksibilitas dan adaptabilitas, respon yang efektif 

mencakup kemampuan untuk menyesuaikan strategi, sumber daya, 

dan kebijakan agar tetap relevan dan kompetitif. Organisasi yang 

mampu mengantisipasi dan merespon perubahan dengan baik 

akan lebih mudah beradaptasi, memanfaatkan peluang, dan 

mengurangi risiko yang diakibatkan oleh ketidakpastian. 



C. Kerangka Pikir 

 
Kerangka pikir merupakan bagian dari alur proses dalam 

pelaksanaan penelitian. Penelitian ini menggunakan konsep 

profesionalisme oleh Siagian (2006:164) yang memuat konsep kreatifitas, 

inovasi dan responsivitas untuk menganalisis tingkat profesionalisme ASN 

pada bidang Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi 

Barat. 

Gambar 2 
Kerangka Pikir 
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